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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul kajian kriminologi terhadap pelaku usaha perfilman yang
melakukan dubbing/sulih suara film impor kedalam bahasa indonesia . Penelitian skripsi ini
dilatarbelakangi adanya film impor yang di dubbing/sulih suara disiarkan di Indonesia,
seperti di stasiun televisi. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 T, entang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2009 Tentang Perfilman. Dirumaskan beberapa permasalahan yang akan dibahas
dalam tulisan ini yang pertama yaitu Jaktor penyebab pelaku wusaha perfilman yang
melakukan dubbing/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia. Lalu rumusan
masalah kedua adalah Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palembang dalam
menanggulangi pelaku usaha perfilman yang melakukan dubbing/sulih suara film impor
kedalam bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
hukum Sosiologis dan Empiris. Data hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian akan ditarik kesimpulan
dengan prosedur induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan
hasil yang merupakan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan yaitu untuk
mempermudah masyarakat mengerti maksud dari acara vang disiarkan dan karena
perbedaan kriteria kategori penonton dalam menonton acara vang disiarkan dan juga pelaku
usaha perfilman melawan hukum karena ketidakpatuhan terhadap Undang — Undang yang
berlaku. Lalu upaya dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palembang dalam
menanggulangi pelaku usaha perfilman yang melakukan dubbing / sulih suara adalah
dengan memberikan himbauan kepada Lembaga Sensor Film (LSF) karena dapat meloloskan
acara yang di dubbing / sulih suara tanpa memperhatikan lagi isi dari siaran tersebut,
karena walaupun acara yang di dubbing itu dapat diloloskan sesuai dengan Undang —
Undang yang berlaku akan tetapi isi dari yang di sulih suarakan harus sesuai dengan adat
Indonesia agar bahasa yang disiarkan dapat di mengerti dengan baik karena masyarakat
yang menonion acara tidak hanya terdiri dari orang dewasa akan tetapi ada Juga anak anak
dan remaja yang menonton acara yang disiarkan..

Kata kunci : gsaha perfilman, film impor, dubbing/sulih suara .
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang berarti
pula setiap masyarakat memiliki cara-cara berhukum sendiri yang tidak dapat
dipaksakan begitu saja dari dan oleh bangsa lain.! Berbagai macam aturan dibuat
dengan tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlaqg terpuiji,
tidak melakukan kejahatan, serta kemaksiatan. Meskipun pada dasarnya manusia
itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan, namun sekali-kali manusia
itu juga mempunyai sisi negatifnya yaitu suka melakukan kejahatan. Sehingga
menimbulkan beberapa permasalahan dengan sesama manusia bahkan terhadap
lingkungan di sekitarnya.

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga dengan demikian Kkita harus memberikan suatu batasan
tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat
dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan itu seperti
misalnya : siapa yang berbuat, sebab-sebab yang mendorong timbulnya kejahatan
dan sebagainya.

Dalam memberikan batasan-batasan mengenai kejahatan ini banyak sarjana-

sarjana mengemukakan pendapatnya secara teoritis berbeda satu sama lain,

'Suteki, Desain Hukum Di Ruang Sosial, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, him. 165-166.



Bonger mengatakan, bahwa kejahatan itu adalah : “perbuatan yang sangat anti
sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian

penderitaan (hukuman atau tindakan).?

Secara Yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar
hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, pengertian kejahatan ditemukan
di dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.® Kejahatan bisa
dilakukan oleh siapa saja tidak tergantung berapa usianya, bisa dilakukan oleh
orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Tetapi apabila pelaku kejahatan itu
dilakukan oleh anak-anak dan/ atau remaja maka itu bukan disebut kejahatan
tetapi disebut kenakalan remaja. Hal ini disebabkan penyebutan kejahatan anak
hanya akan menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sama

sekali.

Perkembangan film memiliki perjalanan cukup panjang hingga pada akhirnya
hingga menjadi seperti film masa kini yang kaya dengan efek dan sangat mudah
didapatkan sebagai media hiburan. Perkembangan film dimulai ketika
digunakannya alat kinetoskop temuan Thomas Alsa Edison yang pada masa itu
digunakan oleh penonton individual. Film awal masih bisu dan tidak berwarna.
Pemutaran film dibioskop untuk pertama kalinya dilakukan pada awal abad 20,

hingga industri film Hollywood yang pertama kali, bahkan hingga saat ini merajai

? Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, Jakarta: Aksara Baru, 1980, him. 11
* Ibid him. 12



industri perfilman popular secara global. Pada tahun 1927 teknologi sudah cukup
mumpuni untuk memproduksi film bicara yang dialognya dapat didengar secara
langsung, namun masih hitam putih. Hingga pada 1937 teknologi film sudah
mampu memproduksifilm berwarna yang lebih menarik dan diikuti dengan alur
cerita yang mulai popular. Pada tahun 1970-an, film sudah bisa direkam dalam
jumlah massal dengan menggunakan videotape yang kemudian dijual. Tahun
1980-an ditemukan teknologi laser disc, lalu VCD dan kemudian menyusul
teknologi DVD.*

Belakangan ini segala hal yang berkaitan dengan India menjadi begitu banyak
diminati oleh masyarakat Indonesia terutama para remaja. Semenjak tayangnya
film India yang berjudul Mahabrata banyak masyarakat Indonesia yang
menggemari film tersebut. Semenjak film atau drama India dirilis di Indonesia,
dan agar masyarakat Indonesia yang menggemari film India tersebut dapat
memahami isi dari cerita yang disajikan dengan baik, maka dilakukannya
penerjemahan bahasa atau dubbing (sulih suara) dari bahasa India menjadi bahasa
Indonesia. Penerjemahan audio visual drama dan film India ke bahasa Indonesia
pun semakin marak dilakukan.

Ada dua metode yang digunakan dalam penerjemahan audio visual, yaitu

metode subtitling (teks terjemahan) dan dubbing (sulih suara)®. Di Indonesia

* https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Film. Diakses pada Tanggal 12 Juni 2017,
Pukul 17.20 WIB
* ibid


https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Film.%20Diakses

teknik dubbing sering digunakan pada serial drama, telenovela, film kartun
(anime) dan juga sinetron laga.

Metode subtitling (teks terjemahan) dilakukan dengan menampilkan teks
terjemahan dari dialog yang diucapkan. Dengan demikian, penonton dapat
mengerti isi cerita dengan membaca teks yang terdapat dibawah tayangan. Metode
dubbing atau dikenal sulih suara dilakukan dengan mengisi suara para aktor dan
aktris. Melalui teknik ini para penonton dapat menikmati dan memahami isi cerita
dari sebuah tayangan audio visual tanpa melihat teks yang ada dibawahnya. Akan
tetapi penonton tidak dapat megetahui suara asli dari aktor ataupun aktris yang
digemarinya. Teknik dubbing memakan biaya yang cukup banyak karena harus
membayar orang dengan jumlah yang sesuai dengan tokoh dalam tayangan
tersebut. Waktu pengerjaan teknik ini juga memakan waktu yang cukup lama
karena harus menerjemahkan menjadi teks bahasa Indonesia, penghalusan bahasa
terjemahan dan selanjutnya mencari karakter suara yang mirip dengan suara tokoh
aslinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) (2), dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
dengan :

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan

atau tanpa suara dan dapatt dipertunjukan.



2. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 pada bagian kesembilan
tentang Ekspor film dan Impor film pada Pasal 43 Pelaku usaha perfilman
dilarang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali
film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.

Menurut pasal 1 Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan yang berlaku.’Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah
hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan
intelektual manusia. Kemampun tersebut dapat berupa karya di bidang
teknologi, ilmu pengetahuan seni dan sastra.’

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta , maka dapat
diketahui bahwa hak cipta termasuk dalam hak eksklusif. Sehingga tidak ada
pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegang hak
cipta. Menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, antara lain :

® Tim Visi Yustisia,Panduan Resmi Hak Cipta, Visimedia.jakarta,2015,HIm. 1.
" Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi,Pengenalan HKI (Hak Kekayaan
Intelektual, Indeks, jakarta,2008,him14.



Hak Ekonomi
Hak Ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan
hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan
manfaat ekonomi atas ciptaan.
Seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :
1) Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk
melakukan :
a. Penerbitan ciptaan;
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentranformasian
ciptaan;
e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan ciptaan;
g. Pengumuman ciptaan;
h. Komunikasi ciptaan;

i. Penyewaan ciptaan.



2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak
cipta

3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara
komersial ciptaan

Berdasarkan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta :
Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta
atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen
di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya
yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran Indonesia.
Komisi ini berdiri sejak Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas

Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi



Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat
Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan
penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga
Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 39 Tentang
Penyiaran

(1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa
aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks
Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan kedalam Bahasa
Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.

(2) Sulih suara bahasa asing kedalam Bahasa Indonesia dibatasi paling
banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa
asing yang disiarkan.

(3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk
khalayak tunarungu.

Yang dimaksud dari Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal
39 ayat (2) adalah sulih suara bahasa asing kedalam Bahasa Indonesia
disesuaikan dengan ketentuan Undang — Undang yang berlaku, dalam hal ini
berarti sulih suara dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan dan/atau

penelitian.

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia.Diakses pada tanggal 12 Juni
2017,Pukul:17.43 WIB.



Dewasa ini sudah banyak film impor yang di dubbing/sulih suara
disiarkan di Indonesia, seperti di stasiun televisi yang ada yaitu ANTV yang
sudah banyak menyiarkan film impor. Film impor yang disiarkan di stasiun
televisi ANTV itu di dubbing/sulih suara tanpa ada kepentingan pendidikan
dan/atau penelitian seperti yang ada di Undang-Undang No 33 Tahun 2009
Tentang Perfilman. Film impor yang di dubbing/sulih suara antara lain, seperti
film telenovela maupun film kartun (anime).

Tabel 1. Contoh film yang di dubbing/sulih suara yang disiarkan di Indonesia®

No Judul Film Stasiun Televisi
1. Mahabrata ANTV

2. Khrisna ANTV

3. Mohabbatein RCTI, ANTV

4. Cinta di musim cherry TRANS TV

Sumber http://www.jadwaltelevisi.com/search/judul-film-india-yang-pernah-tayang-
di-Indonesia ,Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2017, Pukul 12.13 WIB

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk membuat skripsi
dengan judul: “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Usaha Perfilman Yang
Melakukan Dubbing/Sulih Suara Film Impor Kedalam Bahasa Indonesia”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis
merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab pelaku usaha perfilman yang melakukan

dubbing/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia ?

% http://www.jadwaltelevisi.com/search/judul-film-india-yang-pernah-tayang-di-indonesia
,Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2017, Pukul 12.13 WIB
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2. Bagaimanakah upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota
Palembang dalam menanggulangi pelaku usaha perfilman yang
melakukan dubbing/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab pelaku usaha perfilman

yang melakukan dubbing/sulin suara film impor kedalam bahasa

Indonesia.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palembang terhadap pelaku usaha
perfilman yang melakukan dubbing/sulih suara film impor kedalam
bahasa Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
ilmu pengetahuan khususnya terkait hukum pidana, penologi sosial dan
kriminologi.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi
pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan atau

menanggulangi masalah dubbing/ sulih suara.
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E. Ruang Lingkup
Berdasarkan permasalahan skripsi sebagaimana tersebut diatas, maka ruang
lingkup kajian dan pembahasan dalam skripsi ini hanya akan dilakukan pada
pelaku usaha perfilman untuk mengetahui apa penyebab melakukan dubbing/sulih
suara dan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengetahui
bagaimana cara penanggulangan terhadap pelaku usaha perfilman yang

melakukan dubbing/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia.

F. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Konseptual
Pendekatan Konseptual beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum maka akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

dihadapi.’

2. Pendekatan undang-undang (statute approach).
Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditanggani.

1% Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009,
him 95.
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Bagi penelitian kegiatan untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-
undangan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu

undang-undang dengan undang-undang lainnya.*!

G. Kerangka Teori
Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai
berikut :
1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh pemerintah maupun

masyarakat pada umumnya.berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan
sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah
tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang
mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaanya ada 2 (dua)
metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan cara
yang ditujukan kepada pengurangan residivis (pengulangan kejahatan)
dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

b. Metode untuk mencegah the first crime, merupakan cara yang ditujukan
untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (the first crime) yang

akan dilakukan oleh seseorang.

1 1bid. HIm 96.
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Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan
kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk
memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang
narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan

kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya Preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif bersifat
tindakan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-
faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau
kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat
menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Mencegah kejahatan
lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik
kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha
memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi
lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan
suatu usaha yang positif serta bagaimana cara menciptakan suatu kondisi
seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang
menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya
seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong

timbulnya perbuatan menyimpang, disamping itu bagaimana
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meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan

ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya represif, suatu wupaya penanggulangan kejahatan secara
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan
dengan upaya refresif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan
sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka
sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang
melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan
mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat
sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

Dalam membahas sistem represif tentunya tidak terlepas dasi sistem
peradilan pidana, dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5
(lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan
kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan
berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya
dilakukan dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman

(punishment). *2

12 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep
KUHP Baru, Jakarta: Prenada Media Group, 2011 him.45-46
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2. Teori Strain Theory

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang
selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan
peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya
menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini
adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, strain theory memandang
manusia dengan sinar optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya
baik, karena kondisi sosial lah yang menciptakan tekanan atau stress,
ketegangan dan akhirnya menjadi kejahatan.

Seperti  halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah
kejahatan dengan anomie, tetapi konsepsinya berbeda dengan konsep
Durkheim, masalah diciptakan oleh sudden social change (perubahan social
yang cepat) tetap struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama
untuk mencapainya. menurutnya didalam suatu masyarakat yang berorientasi
kelas bawah kesempatan untuk mencapai yang teratas tidaklah dibagikan
secara merata, teori Anomie dan merton menekankan pentingnya 2 (dua)
unsur di setiap masyarakat yaitu cultural aspiration atau cultural goals dan
institutionalized means atau accepted ways, jika suatu masyarakat stabil 2

unsur ini akan terintegrasi dengan kata lain sarana harus ada bagi mereka.
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Disparaty between goals and means fosters frustrations, which leads to
strain.®
3. Teori Kontrol Sosial (social control)

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi
yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau
ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Anak-anak muda dan orang dewasa
mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu
dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan
yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.

Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro maupun mikro. Macrosociological
studies menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok.
Sistem formal tersebut antara lain: (1) sistem hukum, undang-undang, dan
penegak hukum; (2) kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat; (3) arahan-
arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta. Jenis-jenis

kontrol ini dapat menjadi positif maupun negatif.**

H. Metode Penelitian
Didalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Tipe Penelitian

13 Syarufuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Penerbit Unsri, Palembang, 2011, him. 125
** Ibid him. 87-88
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Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, pengertian
empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan
penelitian lapangan.®

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu
dengan cara melakukan studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori
mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di

dalam masyarakat.

2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang
bersumber pada :*°
a. Data primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung
dari sumber aslinya (pelaku usaha perfilman). Data primer dapat
berupa opini orang secara individual maupun kelompok, hasil
wawancara (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) terhadap sumber
hukum, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

15> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2001 him. 43
'8 Soerjono soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him 16
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Data Sekunder merupakan sumber data pelengkap yang

diperoleh dari penelitian kepustakaan dan laporan hasil penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer :

a)
b)

c)

d)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang
Perfilman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang
Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

a)
b)

c)

Pendapat para sarjana
Jurnal-jurnal hukum

Internet (situs berita dan website tentang hukum)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan

atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer
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dan bahan sekunder. Bahan huum tersier yang digunakan
adalah penelusuran — penelusuran data di lapangan
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian untuk pengumpulan data yaitu Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah yang berada di jalan merdeka, No 10-A Kelurahan 26
Ilir kecamatan Bukit Kecil, Palembang 30135 Sumatera Selatan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat
penting dalam penulisan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan tersebut dilakukan dengan dua pihak, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
Dalam pengumpulan data ini penulis akan mewawancarai ketua
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang
bernama Iwan Kesumajaya SH., M.Hum, dan pihak polresta
Palembang selaku aparat penegak hukum yang menerima laporan
dan pengaduan masyarakat terhadap kasus dubbing/sulih suara.

b. Studi Kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat

membaca buku literatur, mengumpulkan data yang berhubungan
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dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekuder
yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan
bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa jurnal, hasil penelitian
ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori, media masa
seperti internet, koran dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang

relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, kualitatif
deskriptif, merupakan data yang tidak menggunakan angka, melainkan
memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas
temuan-temuan, dan karenanya ia lebih diutamakan mutu/kualitas dari

data, dan bukan kuantitas.'’

6. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan disebut juga ikhtisar atau pendapat terakhir yang
mengandung informasi berdasarkan uraian yang telah dijelaskan
sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa fakta, pendapat, atau alasan
terhadap suatu objek. Jenis penarikan kesimpulan ada dua bentuk yakni

penarikan kesimpulan induktif dan deduktif. Penarikan kesimpulan dalam

7 salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan
Disertasi, Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013. HIm 19.



21

penelitian ini sesuai dengan sifat dan hasil analisis data yakni kualitatif

yang menghasilkan kesimpulan induktif.'®

'8 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.hIm. 79.
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